
BERITADAERAH 

-PR.OVINSi.fAWi'J'ENGAB 
TA.HUN· 2008 tNOl\f<>R:45- 

PERATURANGUJJERNURJAWA'l'ENGAH' , .... • cv, ', ', .. ·• ..... - . . •,.. ,_,. ·, 

NOMOR 45 TAHUN 2008:. 

TENTANG 

ORGANISASIDANTATAKERJA�PELAKSANA 
TEKNISPADADINASE:NE.RGlDANS_�ERDAYA 

MINERAL PROVINSI JAWATENGAH 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian 
tugas teknis operasional dan/ataukegiatan teknis 
penunjang pada Dinas Energi Dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentukUnit 
PelaksanaTeknis Dinas; 
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Mengingat 
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b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan sesuai denganketentuanPa.w 
84 PeraturanDaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 
6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu 
menetapkan Peraturan Gubemurtentang Organisasi 
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas 
Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa 
Tengah; 

1. _ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
PembentukanProvinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia'Iahun 2004 
Nomor 53, TambahanLembaranNegaraRepublik 
Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik 
Indonesia- Tahun 2004,NQmor 125, Tambahan 
Lembaran - Negara· Republik 'Indonesia Nomor 
4437)sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhirdengan Undang-Undang Nomor 12Tahun 
200� · tentang Perubahan Kedua.Atas Undang 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lem:baranNegaraRepublik 
Indonesia Tahwi 20.08 Nomor59,-Tambaban 
Lembaran .Negara Republik Indonesia - Nomor 
48'.'W); - 

4. Uridang�UridangNomor33;Tciliµri 2004 tentang -_ 
Peiim�a,i Keuangan&t�pe,�erijitah�t .: 
Dan,'J>emenn.tahan Daerah' (Leritbanm Negara 
Republik lrid�nesia Tahun 2004 'Nomor -- i 26, 

·Tartibati�,t.Lemb#an Negan(Repu�likJ11<1011¢sia 
Noni<>l"443:�)f · ·- - . 

,, 5 PeratfuhliiPemerintah No111q{ 7-9 .Tahun .2005 · 
. . t�ntal'.ig;���¥�i�:������� �ctn�?:�pFa� 

p -, ··1 · .», .\,; - - P · - etuitahanDaerah{Iielp.batah: -�0il�ik;:olie�_fa·!��-2<>gS·Ni��r.t:_ 
12§, ·ram\i.alum 1Lembaran>1'legara "Repubhk 
hidc5nesiaNomor 4593X- - 

6: Peraturcm:re��v�f¥i:N;omor 38,Tahµn 2007 
. ·tentang-J>enibagiaptJ�Pemerm.��� 
- -Pemerintah}Pemerintahail.D�I$Provms1;J)8ll 

Pemerintalian DaetahJ<abUpatelii'Kofa(Leml>arim 
- N.·-. ·_:-· ��1"likJild9n�Tahun2007NoD10i82, egara __ ,.,� -·-·· , - - . 

Tambahanl.eJnbanin Negara Republik Indonesia 
N()m�r4737); - . 

7. Peraturan Pemerintah Nomor_ 41 Tahun 2007 · 
tentang Organisasi:Perangkat Daerahjl.embaran 
NegaraRepµbliklndonesiaTahun 200? Nomor 8�, 
TambahanLembarim Negara Republik Indonesia 
Nomor 4 741); 

8. Peraturan Presiden Nomor lTahun 2007·tentang - 
Pengesahan, Pengundangan Dan Penyebarluasan 
Percituran.Perundang-Undangan; 

9. Peraturan DaerahProvinsi Jawa Tengah Nomor 4 
Tahun 2008-tentangUrusairPemerintahan Yang 
Menjadi - Kewenangan .Pemerintahan Dae�� 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaral,lDaerah Provinsi 
Jawa Tengah Tahun2008 Nomor4.Seri E Nomor 
4 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa 
' Tengah Nomor 8); 
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Menetapkan 
MEMUTUSKAN: 

·PERATURAN GtJBERNUR TENTANG 
·oR.o:ANISA:SlDAN TATA KJ3:RJA UNIT 

.pELAfCSANkTEKNISP}J)ADINASENERGI. 
DAN.:SUMBER.DAYAMINERAL PROVINS! 
JAWATENGAH. 

7. Balai Energi clan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut 
Balai ESDM adalah Balai Energi dan Sumber Daya Mineral 
Provinsi Jawa Tengah. 

8. Kepala Balai adalah Kepala Balai Energi Dan Sumber Daya 
Mineral Provinsi Jawa Tengah. 

9. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat 
berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, clan elektromagnetika. 

1 O. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, 
memiliki susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang 
membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. 

11. JabatanFungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 
tanggungjawab, wewenang clanhak seorang pegawai negeri sipil 
dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keablian clan atau keterampilan tertentu serta 
bersifat mandiri. 

10. Peraturan.Deerah Provinsi JawaIengah Nomor6 · ·· 
Tah�2008rentang Organisasidan TataKeIJaDinas 
DaerahProvinsi Jawa Tengah(Lembaran Daerah 
Provinsi Jawa Tengah'Iahun 2008 Nomor 6 SeriD 
Nomor12); 

11. PeratmanMemeriDalam.NegeriRepublik:Indonesia 
Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan OrganisasiPerangkat Daerah; 

I. 
2. 
3. 
4. 

5, 

6. 

· oaerahadalah Pfovinsi'Jawa Tengah, 
ProvinsiadalahPememrt$ProyipsiJawa Tengah. 

•• .,._. •. '. ·� ·' •• � <. . :. .. •• ·.:: .· . . • 

�PI·��Ja1Jqu�µr�awaTengah. . . 
Dinas'adal��EnergfpajiSumberDayaMfueralProvinsi 

---B�,����Daya 
u "tP laksaiia·] kilis��Iarijtrtriya:dis�butUPTadafah unsur. ·pe�i�g�ie�,:p��p�.. .. . · ... ···.··.· '.. ,· '> ':.,:;:e. '. · .. · .. ' 

;.,,,..... . 

BAB II 

PEMBENTUKAN 

Pasal2 
(1) . Dengan Peraturan Gubemur ini dibentuk : 

a. Balai Energi Dan Sumber Daya Mineral Wtlayah Serayu Utara. 
b. Balai Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Serayu 

Se Iatan. 

c. Balai Energi Dan Sumber Daya Mineral Wilayah Kendeng 
Muria. 

d. Balai Energi Dan Swnber Daya Mineral Wtlayah Solo. 
(2) Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT pada 

Dinas. . 

B�l 
KETENTU4N UMUM 

Pasall, . 

· Dalam Peratnran Gubernur ini yanglliinaksud dengan: 
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BAB III 

KEDUDUKAN, TU GAS POKOKDAN FUNGSI 

Pasal3 
Balai ESDM merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang 
Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab 
kepada Kepala Dinas. 

Pasal4 
Balai ESDM mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan 
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang 
energi dan sumber daya mineral 

Pasal5 
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimak:sud dalam Pasal 
4, Balai ESDM, menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, penyuluhan, · 

pengawasan dan pengendalian energi dan sumber daya mineral; 

b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pembinaan, 
penyuluhan, pengawasan dan pengendalian energi dan sumber 
daya mineral; 

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan energi dan sumber daya 
mineral; 

d. pengelolaan ketatausahaan; 
e. pelak:sanaan tugas lain yang diberikan olehKepala Dinas sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

396 

BAB IV 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 6 

(1) Susunan Organisasi Balai ESDM, terdiri dari: 
a. Kepala Balai; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi PembinaanDanPenyuluhan; 

d. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian; 

e. Kelompok JabatanFungsional 

(2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang bersangkutan, 

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing 
masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai yang 
bersangkutan. 

( 4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana c1imaksud pada ayat 
(1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua 
kelompok clan bertanggungjawab kepada Kepala Balai yang 
bersangkutan. 

( 5) Bagan organisasi, daftarwilayah, tempat kedudukan dan wilayah 
kerjamasing-masing Balai ESDM sebagaimana tercantwn dalam 
Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
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BABV 
PENJABARAN TU GAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 
Kepala Balai 

Pasal 7 

Kepala Balai mempunyai tugas memimpin pelaksanaan togas pokok 
dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5. 

Bagian Kedua 

Subbagian Tata Usaha 

Pasa18 

Subbagian Tata Usahamempunyai togas melakukan penyiapan bahan 
program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan 
perlengkapan. 

Bagian Ketiga 

Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan 

Pasal 9 

Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyuluhan 
bidang energi dan sumber daya mineral. · 

Bagian Keempat 

Seksi Pengawasan Dan Pengendalian 

Pasal 10 

Seksi pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan 
penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan 
pengendalian bidang energi dan sumber daya mineral. 
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Bagian Kelima 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 11 

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan 
kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya kelompok j abatan fungsional 
dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan secara administratif 
dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. 

Pasal 12 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlahjabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompokjabatan 
fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Jenis clan jenjangjabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

( 4) , Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

BAB VI 

TATAKERJA 

Pasal 13 

KepalaBalai, Kepala Subbagian clan Kepala Seksi dalam melaksanakan 
tugasnya berdasarkanketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas 
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Pasal 14 
Dalam melaksanakan tugasnyaKepalaBalai, Kepala Subbagian, Kepala 
Seksi clan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi clan sinkronisasi secara vertikal clan horizontal, baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lain sesuai 
dengan tugasnya 

Pasal 15 
Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib mengawasi 
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agarmengambil langkah 
langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Pasal 16 
Kepala Balai, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi bertanggungjawab 
dalam memimpin, mengk:oordinasikan bawahannya serta memberikan 
bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

Pasall7 
(1) Kepala Balai, Kepala Subbagian dan KepalaSeksi wajib 

mengikuti dan mematuhi petunjuk danbertanggungjawab kepada 
atasan masing-masing sertamenyampaikanlaporanberkala tepat 
pada waktunya. 

(2) Dalam menyampaikan laporanmasing-masing kepada atasan, 
tembusan laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang 
secara fungsional mempunyai hubungan kerja 
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(3) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, Kepala 
Subbagian dan Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan 
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut clan 
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. 

BAB VII 

ESELONISASI 

Pasal 18 

(1) Kepala Balai merupakanjabatan struktural eselon Illa 
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan 

struktural eselon IVa. 

BAB VIII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal 19 
Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional 
pada Balai diangkatdan diberhentikan oleh Gubetnur sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

BAB IX 

KETENTUANPENUTUP 

Pasa120 
Hal-hal yang belum diaturdalamPeraturanini sepanjangmengenai teknis 
pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. 
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Pasa121 
Peraturan Gubemur ini berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah. 

LAMPIRANI 
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
NOMOR 45 TAHUN 2008 
TANGGAL 20 JUNI 2008 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI ENERGI DAN SUMBER DAY A MINERAL 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 20 Juni 2008 

GUBERNURJAWA TENGAH, 

ttd 

ALIMUFIZ 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 20 Juni 2008 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI 
JAWATENGAH 

ttd 
HADI PRABOWO 

BERITA DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH TAHUN 2008 
NOMOR45 

I 
KELOMPOK 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

I 
SEKSI 

PEMBINAAN DAN 
PENYULUHAN 

KEPALA BALAI 

- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SEKSI 

PENGAWASAN DAN 
PENGENDALIAN 
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GUBERNUR JAWA TENGAH, 

ltd 

ALI MUFIZ 
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